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PUTUSAN
Nomor 388/Pdt.G/2024/PA Kdi
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat dan hadhanah yang

diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada,
tempat tinggal di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan
Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer di
Pasa PKL, tempat tinggal di Kelurahan Korumba,
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di

muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kendari, Nomor 3889/Pdt.G/2024/PA. Kdi, telah mengajukan

cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya
dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2020 berdasarkan Duplikat
Buku Nikah Nomor: 165/15/VII1/2020 tertanggal 25 April 2024 yang
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dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa akad menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah
orang tua Penggugat di Jalan Bunga Flamboyan, Kelurahan
Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, selama kurang lebih 3 (tiga)
tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Kemudian, pada bulan
September tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah
tempat tinggal;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
hidup rukun dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang masing-
masing bernama:

3.1 , laki-laki, Tempat/Tanggal lahir di Kendari, 24 Desember 2020;
3.2 , laki-laki, Tempat/Tanggal lahir di Kendari, 20 April 2022;

4. Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan
Penggugat;

5. Bahwa sejak tahun 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara
lain:

5.1 Bahwa Tergugat sering melontarkan perkataan kasar kepada
Penggugat;

5.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat yang egois dan tempramental;

5.3 Bahwa Tergugat tidak pernah mendengar nasihat dari
Penggugat;

6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 puncak permasalahan dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan karena
Tergugat diketahui telah menduakan Penggugat dengan wanita lain
yang bernama Renata dan Tergugat tidak bersungguh-sungguh
dalam bekerja, sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, pada bulan September tahun

2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;
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7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dari bulan September tahun
2023 sampai sekarang;

8. Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga Penggugat dan
Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun
tidak berhasil;

9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan
baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan
sudah tidak mungkin lagi untuk menseruskan rumah tangga dengan
Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

10. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari
hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh
anak yang tersebut namanya di atas layak ditetapkan kepada
Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

10.1 Anak tersebut masih di bawah umur yakni:
- laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 2020, saat ini berusia
3 tahun;
- laki-laki, lahir pada tangga 20 April 2022, saat ini berusia 2
tahun;
10.2 Anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari
ibunya yakni Penggugat;
10.3 Tergugat tidak bisa membimbing dan memberikan contoh yang
baik sebagai seorang ayabh;
10.4 Tergugat tidak memperhatikan pertumbuhan dan
perkembangan anak tersebut;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
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PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
-, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 2020, saat ini berusia 3
tahun;
- , laki-laki, lahir pada tangga 20 April 2022, saat ini berusia 2 tahun;
diasuh atau dirawat oleh ibunya yakni Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:
Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai
wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibuat dan
ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari,
yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar
mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap
pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat
PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali

nafkah anak dicabut;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat,
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:
A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 165/15/VI111/2020
tertanggal 25 April 2024, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota
Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
bermeterai cukup (bukti P-1);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tertanggal 2 Agustus
2023, an , lahir 24 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P-2);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tertanggal 2 Agustus
2023, an , lahir 20 April 2022, yang diterbitkan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P-3);

B. Saksi:

1. , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS,
bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Kemaraya, Kecamatan
Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah
menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena
saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang menikah pada tahun 2020 dan telah dikaruniai 2 orang
anak;

- Bahwa saksi tahu dan melihat, semula Penggugat dan Tergugat
telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami

istri, namun pada tahun 2021 kehidupan rumah tangga
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Penggugat dan Tergugat selau terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada
Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois dan temperamental,
dan Tergugat tidak mau mendengar nasihat dari Penggugat,
serte Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama
Renata,;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak September 2023 sampai sekarang, sudah lebih 8 bulan
lamanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak masing-
masing bernama , laki-laki, umur 3 tahun, dan , umur 2 tahun;

- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara dan mengasuh
anak Penggugat dan Tergugat yang bernama , laki-laki, umur 3
tahun, dan , umur 2 tahun;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat,
tetapi tidak berhasil;

2. Astrid Nurcahayani binti Pilux, umur 25 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Mayjeqnd
Katamso No. 81, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota
Kendari, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena
saksi adalah sahabat dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang menikah pada tahun 2020 dan telah dikaruniai 2 orang
anak;

- Bahwa saksi tahu dan melihat, semula Penggugat dan Tergugat
telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami

istri, namun pada tahun 2021 kehidupan rumah tangga
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Penggugat dan Tergugat selau terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselihan dan pertengkaran tersebut adalah
karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat,
Tergugat memiliki sifat egois dan temperamental, dan Tergugat
tidak mau mendengar nasihat dari Penggugat, serte Tergugat
berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Renata;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sejak
September 2023, sudah lebih 8 bulan lamanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak masing-
masing bernama , laki-laki, umur 3 tahun, dan , umur 2 tahun;

- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara dan mengasuh
kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama , laki-laki,
umur 3 tahun, dan , umur 2 tahun;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat,
tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk
segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah telah hadir di persidangan, dan
Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap
sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh

suatu halangan yang sah;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati
Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi
Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat
gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum
yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali
nafkah anak dicabut, sehingga tidak perlu diperetimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus
dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas
perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat
dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan
berdasarkan Pasal 283 R. Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak
atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1) berupa fotokopi Duplikat
Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa
Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 9 Agustus 2020, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kendari Barat, Kota Kendari, alat bukti mana tidak dibantah oleh
Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-2 dan P3) berupa fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik dan telah

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan
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bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mepnyai dua orang anak,

tercatat di Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, alat bukti mana

tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat,
mengenai angka 2 sampai dengan 11, adalah fakta yang dilihat sendiri,
didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308
R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi tersebut bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua
orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1, P-2 dan P-3), dan
dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus
disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 9 Agustus 2020 di Kendari Barat, Kota
Kendari, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

2. Bahwa sejak tahun 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat
memiliki sifat egois dan temperamental, dan Tergugat tidak mau
mendengar nasihat dari Penggugat, serte Tergugat berselingkuh

dengan wanita lain yang bernama Renata;
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4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran
tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak
September 2023, sudah lebih 8 bulan lamanya;

5. Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara dan mengasuh kedua
anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, laki-laki, umur 3 tahun,
dan , umur 2 tahun;

6. Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi
norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom

Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim

sendiri sebagai berikut:

Al S8 4gle 3l Lga g da g3l Al ) pae 330 131

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah

sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya

suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka
telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana
tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26
Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri
terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka
telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum
angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi

Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk memelihara
dan mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ,
laki-laki, umur 3 tahun, dan , umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam, menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian
“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang
bernama , laki-laki, umur 3 tahun, dan , umur 2 tahun, dan berdasarkan
Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kedua anak Penggugat dan
Tergugat tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, selain
itu pula Penggugat tidak ditemukan adanya sifat tercela atau tidak terpuji
yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hadhanah
terhadap anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat
dianggap iffah dan amanah, oleh karenanya hak hadhanah terhadap
kedua anak Penggugat dan Tergugat yang benama , laki-laki, umur 3
tahun, dan , umur 2 tahun, dianggap beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula
memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bajuri juz
Il halaman 198 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri
sebagai berikut:

(Al 2 ALY 5 L deay Vs dag Y lee il Adall) Al 5 ddall
(83l A< )5 A8l (e 5) A8 Ailias Dd

Artinya: Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan

amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal

dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak

ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan

itu ialah meninggalkan shalat);

Meningbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf
(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan
bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada
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kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur masih banyak
bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, oleh karena telah
nyata bahwa Penggugat sebagai ibu kandung telah melakukan sesuatu
demi kepentingan anak yakni telah melakukan kewajibannya dengan
baik dan tidak ditemukan adanya perbuatan tercela sehingga Penggugat
dianggap mempunyai sifat iffah dan amanah (jujur), maka dengan
didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun
2002 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang
tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik
bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir’, maka Penggugat
ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anaknya yang
bernama: , lahir pada tanggal 24 Desember 2020 dan , lahir pada
tanggal 20 April 2022, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai
pemegang hak asuh/hadhanah/penguasaan terhadap anak tersebut
sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45
ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang
menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik
anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau
dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun
perkawinan antara kedua orang tua putus’, maka kepada Tergugat
diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan
kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana layaknya antara
ayah dan anak dan dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Penggugat tidak
memberi akses kepada Tergugat tentang hak-haknya sebagaimana
tersebut di atas, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan
pencabutan hak hadhanah tersebut (via: Sema Nomor 1 Tahun 2017
tanggal 19 Desember 2017);
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana
tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dan segala ketentuan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI

1. Mennyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan
Tergugat masing-masing bernama , laki-laki, umur 3 tahun, dan ,
umur 2 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat
selaku ibu kandungnya;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulgoidah 14454 Hijriyah, oleh
Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab,
S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh
Hakim Anggota, dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hal . 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
Pendaftaran ' Rp. 30.000,00
Relaas IP & T ' Rp. 30.000,00
Redaksi ' Rp. 10.000,00
Pemb. Isi Putusan : Rp. 10.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggialn :Rp. 520.000,00
4. Pemb. Isi Putusan :Rp.  000.000,00
5. Meterai ' Rp. 10.000,00
Jumlah :Rp. 665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
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